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Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (UU 36/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 beserta penjelasannya, dan Pasal

199 ayat (1) UU 36/2009 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2),

Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I

ayat (2) UUD 1945.

¢ Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

e Permohonan para Pemohon mengenai Pasal 113 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
sepanjang frasa ’..tembakau, produk yang mengandung
tembakau,...” tidak dapat diterima;

o Kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 114 Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

o Kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 114 Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063) tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat, sehingga Penjelasan Pasal 114
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
selengkapnya menjadi, “Yang dimaksud dengan “peringatan
kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan
mudah terbaca dan disertai gambar atau bentuk lainnya”;

e Frasa “berbentuk gambar’ dalam Pasal 199 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

¢ Frasa “berbentuk gambar” Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara



Republik Indonesia 125 Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 199 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
menjadi, “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau
memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
e Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan
selebihnya;
¢ Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Tanggal Putusan . Selasa, 1 November 2011
Ikhtisar Putusan

Para Pemohon dalam Perkara Nomor 34/PUU-VIII/2010 adalah perorangan warga
negara Indonesia mengajukan permohonan Pengujian Pasal 113 ayat (2), Pasal 114
beserta Penjelasan, dan Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 yang dianggap bertentangan
dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I
ayat (2) UUD 1945.

Para Pemohon mendalilkan bahwa frasa tembakau, dan produk yang mengandung
tembakau serta pencantuman peringatan kesehatan baik berupa tulisan yang jelas disertai
gambar dan bentuk lainnya adalah bersifat diskriminatif, tidak memberikan jaminan
penghidupan yang layak, dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil.

Mengenai kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah
satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian UU 36/2009
terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus permohonan para Pemohon.

Menyangkut kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, berdasarkan Pasal 51
ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK)
beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-
undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai
kepentingan yang sama);

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur

dalam undang-undang;

badan hukum publik atau privat; atau

lembaga negara.

Sejak Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor
11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus
memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD
1945;

2o



b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh
berlakunya undang-undang yang dimohonkan penguijian;

c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-
tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang dimaksud dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan penguijian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian
kostitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Mengenai permohonan tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan mengenai
tembakau, produk yang mengandung tembakau mutatis mutandis dengan yang dinyatakan
dalam Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010, tanggal 1 November 2011 dan mengenai
diskriminasi, Mahkamah tetap berpendirian sebagaimana pertimbangan hukum yang telah
dinyatakan dalam Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010, tanggal 1 November 2011, yang
mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam putusan a quo yang pada pokoknya
bahwa diskriminasi hukum hanya menyangkut persoalan subjek hukum, dan bukan objek
hukum. Rokok bukanlah subjek hukum sebagai pendukung hak, tetapi sebagai objek hukum
yang berupa benda.

Mengenai ketentuan lebih lanjut perihal pencantuman peringatan kesehatan dalam
bentuk tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan disertai gambar atau bentuk lainnya,
seperti besaran ukuran tanda peringatan kesehatan tersebut dalam produk rokok,
sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah untuk mengaturnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum
untuk sebagian.

Dengan demikian, Mahkamah dalam amar putusan menyatakan:

¢ Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

e Permohonan para Pemohon mengenai Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sepanjang
frasa ”...tembakau, produk yang mengandung tembakau,...” tidak dapat diterima;

o Kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

o Kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, sehingga Penjelasan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) selengkapnya menjadi, “Yang
dimaksud dengan "peringatan kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas
dan mudah terbaca dan disertai gambar atau bentuk lainnya”;

e Frasa “berbentuk gambar” dalam Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e Frasa “berbentuk gambar” Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 125 Tahun 2009 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat, sehingga Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) menjadi, “Setiap orang
yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara



Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

¢ Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

e Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

sebagaimana mestinya.



